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ABSTRAK 

 

 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah adalah penyelenggaraan pengawasan yang dalam 

Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Tulisan ini menjelaskan 

tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah dalam Rangka 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kendal. Rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah: pertama: Bagaimana pelaksanan tugas pokok 

dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Kendal. Kedua: Apa saja yang menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data primer dan 

data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian,dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaran 

pemerintahan di Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 

serta tata kerja pada inspektorat kabupaten kendal, dan sudah terlaksana secara 

optimal. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pemeriksaan tahun 2017 yang 

didalamnya mencakup tentangpelaksanaan pengawasan internal secara berkala. 

Selain itu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat 

Kabupaten Kendal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai 

serta penyediaan anggaran dana yang dibatasi. Supaya pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah terselenggara dengan lebih optimal, maka 

memerlukan peningkatan anggaran pengawasan dan sarana prasarana kerja 

pengawasan. 

 

Kata kunci : Inspektorat Daerah, pengawasan, penyelenggaraan 

pemerintahan. 

  


